17

PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN ASURANSI PERTANIAN
DI INDONESIA: TINJAUAN KONSEPTUAL
Miftakhul Rohmah

Universitas Negeri Surabaya

Email:Miftakhulrohmah36@yahoo.co.id
Ika Permatasari, S.E.,Ak.,M.Ak
198004112008012013

Abstract

Agricultural insurance is required as a risk management instrument for agriculture. The purpose this study is to analyze opportunities and challenges of agricultural insurance implementation in Indonesia. Implementation of agricultural insurance need some considerations, such: adopting agricultural insurance systems in several countries such as funding, operational and others, with some adjustments in accordance with the conditions in Indonesia then implementation of risk management for insurance companies and government regulations.
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PENDAHULUAN
Asuransi bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat di Indonesia, tidak hanya dikenal dalam dunia bisnis saja. Adapun macam-macam produk asuransi yang ada saat ini yaitu asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan berbagai jenis asuransi. Menurut Kurniati (2003) Dalam dunia bisnis, perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan untuk mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih  kepada penanggung. Jadi asuransi sebagai alat untuk mengelola risiko dan berperan penting dalam mengatur atau mengurangi risiko.

Di indonesia asuransi sangat berkembang baik, bukan hanya perusahaan asuransi dalam negeri tetapi juga perusahaan asuransi dari luar Negeri seperti Allianz, Prudential, AIG dan lain sebagainya. Namun pada saat yang sama asuransi masih sedikit sekali menyentuh dunia pertanian di Negara kita, padahal Indonesia dikenal sebagia negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian, tidak hanya menyediakan bahan pangan saja tetapi sektor pertanian juga menyediakan lapangan kerja yang cukup besar di Indonesia. Saat ini pemerintah kurang memperhatikan perekonomian Indonesia pada sektor riil dan lebih cenderung memperkuat ekonomi makro yang berbasis pada moneter dan fiskal, padahal perekonomian pada sektor ini akan memberikan kontribusi yang besar dan akan menjadi kekuatan bagi perekonomian Indonesia nantinya.
Tingginya risiko yang ditanggung oleh para petani seperti banjir, serangan hama, kekeringan membuat para petani sering merugi sehingga tingkat pendapatan ekonomi petani akan berkurang. Berdasarkan data BPS surplus usaha pada 1980 mencapai 76,2% dan 2008 menurun menjadi 73,8%. Menurut Sumaryanto dan Nurmanaf (2007) diperlukan adanya suatu sistem proteksi formal yang sistemik dan sistematis. Dalam konteks ini, pengembangan sistem asuransi pertanian formal khususnya untuk komoditas strategis layak dipertimbangkan. Kurniati (2003) mengemukakan salah satu cara untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya kerugian tersebut adalah dengan cara mengalihkan atau membagi risiko (transfer or distibution of risk) sering dikenal dengan asuransi. Adapun asuransi yang berkenaan dengan hasil- hasil pertanian adalah asuransi hasil pertanian (corp insurance). 
Dengan adanya asuransi pertanian bagi pertanian di Indonesia tentu akan membantu para petani untuk mengurangi risiko yang dialami petani. Meskipun dalam penerapannya tidak akan mudah, tapi bukan hal yang tidak mungkin jika diterapkan di Indonesia. Beberapa negara telah menerapkan asuransi pertanian dan cukup sukses (Departemen Pertanian, 2009). Negara yang menerapkan asuransi pertanian diantaranya Amerika, Prancis, Spanyol, Thailand dan sebagainya.

Dalam penerapan asuransi pertanian di Indonesia bukan merupakan hal yang mudah, melihat perekonomian Indonesia saat ini. Terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan asuransi pertanian tersebut, misalnya dari beberapa negara yang memberikan asuransi pertanian, dana premi pembayaran asuransi tersebut diperoleh dari subsidi pemerintah. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas penerapan asuransi pertanian di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan dalam penerapan asuransi di Indonesia.
Sejarah Asuransi Pertanian
Berbagai bentuk asuransi pertanian telah ada sejak abad ke-17 di Eropa Barat. Pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20 menyebar ke Amerika Serikat, Kanada dan Argentina. Sedangkan Program asuransi tanaman federal Amerika Serikat dikembangkan pada 1930. Skema serupa mulai berkembang di Amerika Latin (misalnya, Brasil, Kosta Rika, Ekuador dan Meksiko) dan Asia (India dan Filipina) dari 1950 hingga 1980-an (NRAC, 2012). 
Tujuan Asuransi Pertanian
Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi utama dan sumber penghidupan penting di banyak negara berkembang. Asuransi pertanian adalah alat yang digunakan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan peristiwa alam yang merugikan (Nnadi et al,  2013).

Strategi asuransi pertanian dapat memiliki tujuan komersial maupun sosial. Program asuransi pertanian dengan tujuan sosial bertujuan untuk menjamin tingkat keamanan ekonomi untuk semua produsen pertanian, khususnya mereka yang terlibat dalam sebagian besar subsistem produksi pertanian (World Bank, 2010). Menurut Departemen Keuangan (2010) terdapat tiga tujuan asuransi pertanian di Indonesia, yakni:
1. Untuk menstabilkan tingkat pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena kehilangan hasil;
2. Untuk merangsang petani mengadopsi teknologi usaha tani yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumberdaya;
3. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani terhadap lembaga perkreditan. 
Instrumen Asuransi Pertanian

Mekanisme pengalihan risiko alternatif tersedia melalui pasar keuangan internasional dan domestik, dengan mengonsolidasikan perbaikan asuransi berbasis indeks cuaca. Bentuk yang paling banyak digunakan dari mekanisme transfer risiko alternatif Catastrophic Bonds (CAT) yang biasanya disebut obligasi bencana, yang dikembangkan pada pertengahan 1990-an. Obligasi CAT adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi atau melalui Special Purpose Vehicles Reasuransi (SPRV). Ketika asuransi mengurangi risiko mereka dengan mendapatkan reasuransi luar negeri, pemerintah dapat mengurangi perannya dalam memberikan bantuan bencana. Ini adalah langkah besar untuk pasar asuransi pertanian. Instrumen asuransi yang bermanfaat karena mereka menawarkan perlindungan dalam hal pendapatan, output, dan kualitas dan tidak saling eksklusif dari produk asuransi lain (Mitu, 2007).
Menurut Wenner dan Arias (2003) instrumen yang inovatif kebanyakan telah difokuskan untuk mengatasi masalah asuransi pertanian seperti moral hazard, biaya transaksi yang tinggi, dan informasi asimetri, tetapi yang paling penting, telah mencoba untuk mengatasi masalah sistemik, terutama iklim. Instrumen pasar yang telah dikembangkan untuk mengelola peristiwa bencana adalah obligasi CAT. Obligasi ini memberikan kesempatan untuk asuransi bencana  seperti angin topan, banjir, gempa bumi, tornado, dan lain-lain sedangkan instrumen pasar seperti opsi berbasis suhu memberikan kesempatan manajemen risiko. Obligasi CAT adalah sebuah inovasi terbaru yang memiliki potensi untuk membuat asuransi untuk bencana alam lebih terjangkau dan lebih mudah diakses bahkan di negara-negara berkembang. Obligasi CAT telah berhasil diterapkan di Amerika Serikat, Jepang, dan sedang dianalisis untuk diimplementasikan di negara-negara berkembang. Salah satu perusahaan di Amerika Serikat yang mengeluarkan Obligasi CAT adalah perushaan Allianz. 
Asuransi Pertanian sebagai Lembaga Manajemen Risiko

      Usaha untuk mengatasi atau mengelola risiko dikenal sebagai manajemen risiko. Kurniati (2003) dalam melakanakan manajemen risiko, pada dasarnya terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan, yaitu: (a) Menemukan sumber risiko; (b) Menilai dampaknya, baik terhadap perorangan maupun terhadap kelompok atau organisasi, apabila terjadi suatu kerugian; dan (c) Memilih teknik atau teknik-teknik yang paling berhasil guna menanggulangi risiko tersebut. 

Menurut Salim (2007: 4) risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian atau (loss). Dengan adanya ketidaktentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi. Ketidaktentuan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Ketidaktentuan ekonomi (economic uncertainty), yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, terjadinya perubahan harga, atau diperoleh penemuan baru, dan lain sebagainya. 
2. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam (uncertainty of nature) misalnya   kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain-lain.

3. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia (human uncertainty), umpama peperangan, pencurian,permapokan, dan pembunuhan.

Menurut Epletimehin (2011) dua risiko utama yang menjadi perhatian sektor pertanian yaitu disebabkan oleh potensi ketidakstabilan harga dan risiko produksi yang dihasilkan dari ketidakpastian tentang tingkat produksi. Risiko harga akibat liberalisasi perdagangan dan risiko produksi yang disebabkan oleh efek perubahan iklim. Risiko pertanian tidak hanya mempengaruhi petani, tapi juga mempengaruhi seluruh rantai nilai agribisnis. Setiap peserta sepanjang rantai pasokan, dari pemerintah, lembaga keuangan, pemasok, distributor, pedagang, prosesor dan konsumen akhir, yang memiliki risiko pertanian.
Tabel I. Rantai Nilai Agribisnis dan Risiko

	Pemangku Kepentingan
	Risiko

	Pemerintah

Lembaga Keuangan

Pemasok

Distributor

Petani

Prosesor
	Risiko Anggaran atau Stabilitas Sosial

Risiko Kredit

Volume Penjualan atau Peningkatan Produk

Volume Penjualan atau Peningkatan Produk

Risiko Produksi atau Risiko Pendapatan

Kurangnya Bahan Baku atau Gangguan Usaha


Sumber: Iturrioz, Ramiro. 2009. Agricultural Insurance. The World Bank. Issue 12.  
Tabel I menyatakan bahwa asuransi pertanian merupakan salah satu strategi yang cukup layak diperhitungkan adalah sebagai suatu lembaga manajemen risiko. Penerapan asuransi merupakan suatu kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. 
Peran Pemerintah Terhadap Asuransi Pertanian
Ada lima mekanisme yang menjadi dukungan sektor publik untuk asuransi pertanian, antara lain: (a) dana subsidi premi, memungkinkan kebijakan dan kerangka peraturan untuk pengembangan asuransi pertanian; (b) penelitian dan pengembangan produk asuransi pertanian; (c) penyediaan asuransi pertanian dan reasuransi; (d) pembelian langsung asuransi pertanian oleh pemerintah, dan (e) pengaturan program asuransi pertanian spesifik ditargetkan untuk para petani kecil dan marginal. Sektor publik memiliki peran aktif dalam mendukung asuransi pertanian di negara-negara Amerika Latin (World Bank, 2010).
Negara-negara dengan perusahaan asuransi milik publik harus lebih mempertimbangkan membuka pasar untuk perusahaan-perusahaan swasta. Kebijakan publik yang berkaitan dengan perkembangan pasar asuransi pertanian dapat dicirikan ke dalam dua kelompok besar, anra lain: (1) penyediaan barang dan jasa publik yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang akan mendorong perkembangan pasar; dan (2) berkaitan dengan intensif pemerintah dapat memberikan langsung kepada sektor swasta untuk membuat asuransi lebih menarik.
 Dengan demikian kebijakan publik yang dimaksudkan untuk mendukung pengembangan pasar asuransi pertanian, sehingga dapat memperluas pasar dan berinovasi untuk mempercepat perluasan program asurasi. Peraturan dan kerangka hukum yang memadai, sistem informasi publik yang andal dan luas, aturan yang jelas untuk intervensi bencana di daerah pedesaan, dan integrasi regional (harmonisasi) barang publik seperti dan jasa untuk membuatnya lebih menarik bagi asuransi swasta dan perusahaan reasuransi untuk memasuki pasar (Mitu, 2007).
Pemerintah di beberapa negara juga berperan dalam pelaksanaan program asuransi dengan memberikan bantuan berupa subsidi. Menurut Wenner dan Arias (2003) negara-negara berpenghasilan tinggi, seperti Amerika Serikat Spanyol, Prancis, dan Italia menyediakan: 
1. Subsidi premi 
Pemerintah memberikan bantuan subsidi premi untuk meringankan jumlah premi yang harus dibayarkan oleh para petani;
2. Subsidi operasional 
Untuk asuransi swasta sebagai dana untuk menutupi sebagian biaya administrasi yang tinggi terkait untuk mengoperasikan skema asuransi, termasuk biaya operasi perusahaan asuransi, biaya penilaian kerugian dan pengumpulan informasi dan biaya monitoring;
3. Reasuransi bersubsidi
Reasuransi adalah suatu cara yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam mengurangi atau mengelola risiko. Setelah program asuransi pemerintah yang ada, sulit bagi perusahaan asuransi swasta untuk berinovasi dan memperkenalkan produk manajemen risiko baru. Program asuransi yang didukung pemerintah untuk mempertahankan tingkat pendapatan usaha tani. Sektor publik sangat berperan dalam proses berjalannya asuransi pertanian, dikarenakan dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan akan mempengaruhi kegiatan dan kondisi ekonomi suatu wilayah tersebut.

Asuransi Pertanian di Beberapa Negara

Asuransi pertaniaan saat ini mulai diterapkan di berbagai negara, tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Prancis, Jepang tetapi juga di beberapa negara berkembang seperti di Taiwan, asuransi pertanian berkembang dengan baik, sementara itu di India, Bangladesh, dan Filipina perkembangannya masih lambat (Deparetemen Keuangan, 2010). Meksiko saat ini juga menerapkan asuransi pertanian. Sistem asuransi pertanian di Prancis telah dikembangkan lebih dari empat puluh tahun yang lalu di bawah pengawasan negara (Shadbolt et al., 2010). Asuransi pertanian di Prancis telah jauh telah berkembang sejak reformasi 2004. Dibandingkan dengan yang dari Eropa Barat, di Prancis lebih dari 60% dari area pertanian diasuransikan. Lain halnya di Jerman lebih dari 80% area pertanian yang diasuransikan (Mitu, 2007). 
Asuransi pertanian di Amerika Latin relatif berkembang dibandingkan dengan daerah lain seperti Afrika dan banyak negara Asia. Asuransi pertanian di Amerika Latin telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, namun asuransi pertanian tidak didistribusikan secara merata antarnegara di Amerika Latin. Pasokan produk asuransi pertanian di wilayah ini relatif berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam hal jumlah perusahaan yang menawarkan asuransi (World Bank, 2010).

Gambar 1 menjelaskan asuransi pertanian telah berkembang dan diterapkan pada berbagai negara di Amerika Latin. Jumlah perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi pertanian bervariasi dari satu negara dengan negara lainnya. Pada wilayah Amerika Latin asuransi pertanian antarnegara belum tumbuh secara merata, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang menawarkan asuransi pertanian antarnegara. Argentina adalah negara di wilayah Amerika latin yang menawarkan asuransi pertanian paling besar dari pada negara-negara di Amerika Latin lainnya seperti Uruguay, Panama, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, dan lain sebagainya. 
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Gambar 1. Perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi pertanian di Amerika Latin

Sumber: World Bank. 2010. Agricultural Insurance in Latin America, Developing The Market. Report no. 61963-LAC.
Di Amerika Serikat subsidi premi 2003 misalnya, sebesar 38-67% dari total premi yang harus dibayar petani. Kemudian untuk biaya administrasi dan total premi asuransi pertanian yang disubsidi pemerintah Amerika Serikat mencapai 70-75%. Salah satu bentuk jenis asuransi pertanian yang kini tengah dikembangkan yaitu weather-index insurance (asuransi indeks cuaca-AIC) yang dikembangkan oleh International Finance Corporation (IFC). Asuransi jenis ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Thailand, India, Meksiko, Kenya, dan Malawi (Departemen Keuangan, 2010). Pada negara berkembang masih kurang terwakili dalam cakupan asuransi meskipun sektor pertanian di negara berkembang relatif besar dibandingkan dengan manufaktur dan jasa (NRAC, 2012).
Asuransi Pertanian di Indonesia

Sejak 1982-1998 telah tiga kali (1982, 1984, dan 1985)  dibentuk kelompok kerja persiapan pengembangan asuransi. Pada 1999, pengembangan asuransi pertanian dicanangkan lagi, tetapi untuk melangkah ke tahap implementasi perlu pertimbangan yang matang. Dibutuhkan berbagai cara untuk merumuskan kebijakan, strategi, program, perintisan, dan instrumen kelembagaan yang sesuai dengan strategi pengembangan (Departemen Pertanian, 2009).
 Di Indonesia asuransi pertanian mulai diterapakan sejak 2012 tapi hanya beberapa wilayah. Menurut Sumaryanto dan Nurmanaf (2007) ada sembilan unsur kunci yang menentukan efektivitas, kelancaran operasional, dan keberlanjutan sistem asuransi pertanian di Indonesia, yaitu: petani sasaran, cakupan komoditas usaha tani, cakupan asuransi, nilai premi dan prosedur pengumpulannya, mekanisme penyesuaian kerugian, struktur organisasi terkait dengan skim yang dipilih, skim pendanaan, susunan penjaminan ulang, komunikasi dengan petani. 
Analisis Peluang dan Tantangan
Menurut Smith dan Watt (2009) perencanaan dan keberlanjutan penting bagi program asuransi. Perencanaan program asuransi melibatkan tiga unsur utama: (1) akses atau cakupan jumlah petani yang dapat diasuransikan; (2) partisipasi petani yang menggunakan program asuransi; dan (3) biaya operasi dan administrasi program yang mempengaruhi partisipasi karena berdampak pada tarif premi. Keberlanjutan asuransi pertanian memiliki dua unsur penting: (1) kesediaan petani untuk partisipasi jangka panjang; dan (2) kemampuan administrasi publik suatu negara dan asuransi sektor swasta untuk memberikan dan mengelola program tersebut.
Tantangan asuransi pertanian dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori: tantangan institusional, tantangan keuangan, tantangan teknis, dan tantangan operasional (World Bank, 2010). Menurut Jain (2004) pada tahap pengembangan asuransi pertanian, daerah dan petani akan bervariasi dari satu negara ke negara lain bergantung pada prioritas pemerintah dan tujuan dari keterbatasan yang ditetapkan dibawah skema asuransi pertanian.
Peluang dan tantangan dalam penerapan asuransi pertanian di Indonesia adalah sebagai berikut:
Peluang Ekonomi
Asuransi pertanian dapat mengurangi risiko yang akan ditanggung para patani, sehingga akan meningkatakan pendapatan mereka. Adanya peningakatan pendapatan dari sektor pertanian maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita Indonesia. 
Peluang Teknis
Asuransi pertanian didalam penerapannya tidak akan mudah, tetapi dengan sistem yang sudah terorganisasi dengan baik, pengawasan, serta adanya peraturan pemerintah, maka asuransi pertanian dapat diterapkan di Indonesia. Asuransi pertanian telah diterapkan di negara-negara berkembang, seperti pada negara Thailand, India, Meksiko, dan lain sebagainya.
Peluang Operasional
Adanya sensus pertanian akan memberikan gambaran kondisi pertanian di Indonesia terkini, dalam mendukung penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah, dan evaluasi program pembangunan pertanian dan lembaga terkait. Kegiatan tersebut akan mempermudah dalam penerepan kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti penerapan asuransi pertanian, dikarenakan adanya gambaran dan informasi tentang kondisi pertanian di indonesia.

Peluang Lingkungan
Mayoritas penduduk di Indonesia adalah bekerja di pertanian dan lahan peranian di Indonesia sangatlah luas, sehingga Indonesia disebut negara agraris. Melihat hal tersebut, jika asuransi pertanian diterapkan di seluruh wilayah Indonesia maka perusahaan asuransi akan memiliki pelanggan yang besar, sehingga jumlah premi yang diterima oleh perusahaan asuansi dalam jumlah yang besar.

Tantangan Kelembagaan

Pengembangan asuransi pertanian membutuhkan kerangka kelembagaan yang tepat. Perlu pertimbangan yang matang untuk pengelolaan asuransi pertanian di Indonesia, apakah harus ditangani oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah atau dengan melibatkan perusahaan asuransi yang sudah berjalan saat ini yaitu seperti perusahaan asuransi Bapindo, Bumiputera dan lainnya.
Tantangan Keuangan 
Asuransi prertanian akan sulit diterapkan di seluruh wilayah Indonesia jika tanpa ada pemberian subsidi oleh pemerintah, dikarenakan para petani akan terbebani dengan jumlah premi yang akan dibayarakan. Pemerintah saat ini mulai mengurangi jumlah subsidi seperti pengurangan jumlah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami defisit dalam jumlah yang besar. Pendanaan asuransi pertanian di Amerika, Prancis, Thailand dan lainnya, dalam penerapannya negara-negara tersebut memberikan subsidi yang mencapai 60%.
Tantangan Teknis
Penerapan asuransi di beberapa negara memiliki kendala dalam hal pelaksanaan asuransi dikarenakan banyaknya penipuan klaim atas asuransi (moral hazard), menyebabkan kerugian pada perusahaan asuransi. Jadi, dibutuhkan tenaga ahli untuk mengawasi berjalannya asuransi pertanian dan sebagai pengembangan program asuransi nantinya.
Tantangan Operasional

Tingginya risiko ditanggung oleh para petani seperti banjir, serangan hama, kekeringan dan lain sebagaianya menyebabkan tingginya risiko yang akan diterima oleh perusahaan asuransi. Hal tersebut akan menyebabkan perusahaan asuransi akan berpeluang untuk menderita kerugian karena banyaknya jumlah ganti rugi yang akan dibayarakan oleh perusahaan asuransi.
Tantangan Lingkungan 

Sikap petani dengan adanya penerapan asuransi pertanian tentu akan sangat beragam, kebanyakan petani di Indonesia adalah masyarakat pedesaan yang kurang memiliki pengetahuan mengenai asuransi, sehingga tidak akan menerima begitu saja adanya hal-hal baru. Dibutuhkan adanya sosialisasi atau penyuluhan dari pemerintah agar penerapan asuransi pertanian dapat berjalan.
SIMPULAN
Dalam pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia tentu terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan tersebut, yaitu pertama dengan mengadopsi dari negara-negara yang telah menerapkan asuransi pertanian bagaimana sistem dalam penerapan asuransi pertanian (sistem pendanaan, operasional dan lainnya), dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi di Indonesia. Kedua adalah manajemen risiko yang baik, dalam penerpaan asuransi perlu pertimbangan yang matang dari segala aspek tidak hanya dari segi pertanian, tetapi juga perusahaan asuransi agar tidak mengalami kerugian dalam pemberian asuransi akibat kecurangan dalam klaim kerugian atau akibat tingginya jumlah ganti rugi yang diberikan kepada petani. Ketiga adalah peraturan pemerintah, mengenai proses dan mekanisme agar penerapan asuransi dapat berjalan dengan baik, seperti negara-negara yang telah menerapkan asuransi pertanian.
Adapun tantangan dalam penerapan asuransi pertanian merupakan hal-hal yang masih dapat diatasi atau dicarikan solusinya. Asuransi pertanian dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia sebagai suatu lembaga manajemen risiko yang dapat meningkatkan pendapatan para petani dan berpengaruh terhadap rantai agribisnis sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.
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